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POKOK PERJIANEAN

untuk melaksanakan Swakelola
Pengadaan Belznja Modal Jalan Desa
Nomor: 02/KNTRK/DAIS/KG/V/2022

KONTRAK SWAKELOLA inl berfkut semua lampirannya {selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di Yogyakarta pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
antara:

1, Komaru Ma'arif, S.LP., M.5I. selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan
atas nama Kemantren Kotagede yang berkedudukan di Jalan nyi wiji adisore no 39 Prenggan
Kotagede Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
Nomor 01/KPTS/XG/1/2022, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”; dan

2. Drs. Hasanuddin Noor, yang berkedudukan di Rejosari No. 002 RT 17 RW 05 Rejowinangun
Kotagede Yogyakarta, berdasarkan karty identitas No.3471141208650001, berdasarkan Surat

Keputusan Camat Kotagede tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK) Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Nomor 19/KPTS/KG/2018
selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”™.
MENGINGAT BAHWA:

a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan
barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;

b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kentrak, memiliki
personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujul untuk menyediakan Barang sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

¢) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan
untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

2} telsh membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

3) telah mendapatan kesempatan yang memadai untuk memeriksa  dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi
yang terkait.,

MAKA OLEH XARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini
bersepakat dan menyetujui hai-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar
Rp175.000.000 {seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
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2. peristilahan dan ungkapen dalam Kontrak Ini memiliki artl dan makna yang sama sepertl yang
tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan baglan yang tidak terpisahkan dari
Kontrak Ini:

a) Adendum Kontrak (apabila ada);

b) Pokok Perjanjian;

¢) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
d) Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
e) KAK

fi RAB;

g) Proposal; dan

h) dokumen lain yang terkait,

4, Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan Jika terjadi pertentangan
antara ketentuan dalam suatu dokumnen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
beriaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada
angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbalbalik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelcla
dinyatakan datam Kontrak yang meliputi khususnya:

. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyal hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasl dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana
Swakelola;

2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
Pelaksana Swakelola;

3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesual ketentuan
Kontrak; dan

5} membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang
telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.

b. Pelaksana Swakelola mempunyal hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesual dengan harga yang
telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana darl Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak;
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4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesual dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) memberikan keterangan-keterangan yang diperiukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
6) menyerahkan hasll pekerjaan sesual dengan Jadwal penyerahan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
7) mengambil langkah-tangkah yang cukup memadai untuk melindungl Engkungan
tempat kerfa dan membatas! peruszkan dan gangguan kepada masyarakat
maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan sesual dengan SSKK;
7. Yontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditandatanganl.
DENGAN DEMIXIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketantuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

onuddin Noor,
[Ketyo Peloksana]
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Syarat-Syarat Umum Kontrak {SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisl

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyal arti atau tafsiran
seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Barang adalah setlap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.

1.2 pekerjaan Konstruksl adalah keseluruhan atau sebaglan keglatan yang meliput!
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.

1.3 Jasa Lalnnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
metodologl khusus, dan/atau keterampllan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dkenal luas di dunia us2ha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan,

1.4 Jasa Konsultansi adalah [asa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olsh pikir,

1.5 Kementerfan/Lembaga/Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat K/L/PD.

1.6 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

1.7 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoich kuasa dari PA untuk mew:unakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

1.8 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanazn AP3D yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebaglan kewenangan PA dalam
melaksanakan sebaglan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.9 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutriya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerzh.

110  Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK.

111 Kelompok Masyarakat yang yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah yang
selanjutnya disingkat Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadzan

Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja darl APBN/APBD.

112 Pelaksana Swakelola adalah Pokmas yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pelaksana
Swakelola Tipe IV.

113 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutrya disebut Penyedia adalah Pelaku
Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

114  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Pelaksana
Swakeloly.
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1.15  Nilal Kontrak adalah total harga yang tereantum dalam Kontrak.
1.16  Harl adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagal harl kerja.

1.17  Tim Persiapan adalah Tim yang terdirl dari personel Pokmas yang bertugas melakukan
persiapan pelaksanaan Swakelola.

118  Tim Pelaksana edalsh Tim yang terdiri dari personel Pokmas yang bertugas
melaksanakan pekerfaan Swakelota.

119  Tim Pengawas adalah Tim yang terdirl darl personel Pokmas yang bertugas melakukan
pengawasan Swakekola.

1.20 Tim/Personel Asistensi Pegawsl pada instansl pananggung Jawab anggaran dan tenaga
ahli (apabila diperukan) yang ditugaskan oleh PPK untuk memberiksn pendampingan atau
asistens kepada Pelaksana Swakelola.

121 Masa Kontrak adalah jangka wakiu berlakunya Kontrak inf terhitung sejak tanggal
penandztangan kontrak sampal dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

122 Tanggal Mulal Kerja adalah tanggal Pelaksana Swakelola mulal beker)a yang sama
dergan tanggal penandatangan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

123 Tanggal Penyelesalan Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang
diratakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani cleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelolfa,

124  Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun
oleh PP untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan serta kashlian yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kortrak Ini

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelols tetapi tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam
Pokok Perjanfian,

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa Kontrak Swakeiola dan bahasa korespondens| dalam bahasa Indonesia,
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang difarang dan Sanks!

4.1 Pelaksana Swakelola berkewsjiban untuk mematubi etika pengadaan dengan tidak melakukan
tindakan sebagai berikut:

8. berussha mempengaruhi PA/KPA/PPX dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhl
keinginan Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen den/atau keterangan palsu/tidak benar
dalam penyelenggaraan Swakelols; dan/atau

¢ melakukan korups), kolusi dan/atau nepotisme dalam penyelenggaraan Swakelola.
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4.2 Pefaksana Swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul
4.1 dikenakan sanksi pemutusan Kontrak.

4.3 Pengenaan sanksl sebagaimana dimaksud pada Kausul 4.2 cilaporkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

4.4 Pajabat Penandatangan Kontrak atay Pelaksana Swakelofa yang terlibat dalam penipuan,
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dikenakan sanksl berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan,
S, Korespondensl

Semua pemberitahuan, permohanan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan
Kontrak inl harus dbuat secara tertulls dalam Bahasa Indonesla, dan dianggap tefah diberitahukan
kepada Para Pihak atau walkil sah Para Pihak jika telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam

SSKx.
6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang
dipersyaratkan atsu diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak inl oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak stau Pelaksana Swakelola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan

dalam SSKK.

7. Perpajakan

Pelaksana Swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bes,
retribusi, dan pungutan lain yang ssh yang dibebankan cleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan
Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan Inl telah termasuk dalam nilai Kontrak.

8. Pengakhan

Pelaksana Swakelola dilarang mengalinkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
B. Pelaksanaan Kontrak
9. fangka Wakeu Pelaksanaan Pekerjaan

91  Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandstanganan atau pada tanggal yang ditetapkan
dalam SSKK.

9.1  Waktu pefaksanaan pekerjazn adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
10. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh Pelakszna Swakelola untuk kefancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
SSKK.

11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Kebutuhaa Pergadaan Barang/Jasa melalul Penyedia yang dimasukan ke dalam Kontrak untuk
dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola tercantum dalam SSKK.
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12. Personel dan/atau Peralatan

12.1  Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum
dalam KAK dan Proposal.

122  Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuall atas persetujuan tertulls Pejabat
Penandatangan Kontrak.

123 Penggantian Personel dilakukan oleh Pelaksana Swakelola dengan mengajukan

permohanan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan
perggantian,

124 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilal dan menyetujul
penempatan/penggantian Personel menurut kualifiasl yang dibutuhkan.

125 Pejebat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai
bahwa Personel;

3. tidak mampu atau tidak dapet melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelzkuan tidak baik; atau

t. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,

126  Ma penggantian Personel perlu dilakukan, maica Palaksana Swakelola berkewajiban
untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau leblh baik dari Personel

yang digantikan tanpa blaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

12.7  Personel berkewajiban untuk menjoga kerahasiaan pekerjaannys.

13. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak

13.1  Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dibantu oleh Ten/Personel Asistensi,

132 Tim Pengawas berkewallban untuk mengawas! pelaksanaan pekesjoan dan melaporkan
kepada Pimpinan Pokmas dan PPK.

133 Tim/Personel Asistensi berkewajiban untuk membantu membahas dan menilal laporan
Pelaksana Swakelola.

134  Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua rekomendasi Tim

Pengawas yang sesuai dengan kewenangan Tim Pengawas dalam Xontrak inl dan saran atau
rekomendasi dar Tim/Personel Asistensi,

14. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
141 Kecuall Kontrak diputus lebih awal, Pefaksana Swakelola berkewajlban menyelesalkan
pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan
dalam SSKK pada klausu! 9.2,

142  Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul 14,1 adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.
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C. Penyelesalan Kontrak
15. Serah Terima Pekerjaan

151 Setelah pekerjaan selesai Pelaksana Swakelols mengajukan permintaan secara tertulls
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

152 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKX,

153  Sebelum dilskukan serah terima, Pejobat Penandatangan Kontrak melakukan
pemerisaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Tim Pengawas dan/atau
Tim Teknis.

154  Pemeriksaan hasil pekerjaan difakukan dengan menilal kesesualan pekerjaan yang
diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak,

155  Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil
pekerjaan danfatau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan
keseswalannya dengan Kontrak,

156  Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjsan
dan/atzu dokumen faporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak,

157 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menciak serah terima pekerjaan maka
dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Pelaksana
Swakelols untuk memperbaikl, menggantl, dan/atau melengkapil kekurangan pekerjaan.

158  Jika pengoperasian hasil pekerjaan memeriukan keahlian khusus maka sebelum
pelaksanaan serah terima pekerjaan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melakukan
palstihan (jia dicantumican dalam kontrak). Slaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak,

159  Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak,

15.10 Atas pelaksanaan serah terima hasll pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
membuat Berita Acara Serah Terima {BAST) yang ditandatangani bersama dengan
Pefzksana Swakelola.

16. Layanan Tambahan
pelaksana Swakelola harus melaksanakan [ayanan lanjutan sabagaimana tercantum dalam SSKK.
D. Perubahan Xontrak
17. Adendum Kontrak
171 Contrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.

172 Adendumn Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan
dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para plhak, meliputi;

2. maenambah atav mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b menambah dan/atau mengurangi jenis keglatan;

. mengubah gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sesual dengan kondisi lapangan;
danfatau
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d. mengubah Jadwal pelaksanaan,

173 Selain adendum Kontrak yang diatur peda Kausul 17.2, adendum Kontrak dapat
dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian
Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Pelaksana Swakelola, dan sebagainya,

17.4  Pekerjoan tambah paling tinggi 30% (tigapuluh persen) dari nilal Kontrak awal dan harus
mempartimbangkan tersedianya anggaran.

175  Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulls kepada Pelaksana Swakelola kemudian dilanjutkan dengan negoslasi tekais dan
biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

175  Hasil negoshasi teknls dan harge tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagal dasar
penyusunan adendum Kontrak,

17,7 Perubahan Jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagel berikut:

2. Perubahan pekerjaan; dan/atau
b. Keadsan Kahar,

178 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan waktu teshentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

170 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu
pelaksanaan setelah melakukan reviu terhadap usulan yang diajukan cleh Pelaksana

Swakelola,

17.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menugaskan Tim/Personel Asistensi untuk mereviu
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

17.11 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kantrak dituangkan dalam adendum
Kontrak,

. Keadaan Kahar

181 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalsh suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

182  Yarg temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
a. Bencanaalam;
b, Bencana nonalamy;
¢. Bencana sosial;
d. Pemogokan;
e. Kebakaran;

l.  Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
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g Gangguan industri kinnya sebagalmana dinyatakan melald keputusan bersama
Menteri Keuangan dan Menter! teknls terkait.

183 Apablla terjadi Keadaan Kahar, maka Pelaksana Swakelola memberitahukan kepada
Pejabat Penandatangan Kentrak paling lambat 14 (empat belas) Harl sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti,

184  Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau
kelalsian Para Phhak.

185  Pada saat terJadinya Keadaan Kahar, Kontrak Inl akan dihentlkan sementara hingga
Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

a. Pelaksana Swakelols berhak untuk menerima pembayaran sesual dengan prestasi
stau kemajuan pelaksanaan pekerfaan yang telah dicapal setelah dilakukan
pemerikeaan bersama atau berdasarkan hasil audit;

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola untuk sedapat mungkin meneruskan
pekeriaan maka Pelaksana Swakelota berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian blaya yang
wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian blaya in harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

185 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan
oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

2. telah mengambll semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhl kewajiban
dalam Kontrak; dan

b. telsh memberitahukan secara tertulls kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-
lambatrya 14 (empat belas) hari sejok menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar,
dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan
terhentinga/terlambatnya pelaksanaan kontrak,

187 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan disertal alasan penghentian pekerjaan.

188 Penghentian Kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Xahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat Keadzan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesalkannya pekerjaan.

189  Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas
pekerjaan dan tahun anggaran,

E. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
19. Penghontian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kzhar sebagaimana dimaksud pada
klausul 18,
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20, Pemutusan Kontrak

20,1  Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atey
pihak Pelaksana Swakelofa,

20.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila
pelaksana Swakelola tidak memenu.hl kawajibannnya sesual ketentuan dalam Kontrak.

20.3  Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak secara seplhak apabila Pejabat
Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesual ketentuan dalam Kontrak,

204 Pemutusan Kontrak Swakeicla dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) had

setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pelaksana Swakelola menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak Swakelola secara tertulis kepada Pelaksana

Swakelola/Pejabat Penandatangan Kontrak,

21. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

21.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdsta, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kentrak inl melalul
pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Swakelola setelzh terjadinya hal-hal sebagal
berikut:

3. Pelaksana Swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang.

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau dugaan korupsi, kolusi,
dan/ztau nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar
oleh Instansi yang berwenang;

c. Pelaksana Swakelola dicabut izinnya;

d. Pelaksana Swakelola lalal/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kefalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; atau

e. Bardasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Pelaksana Swakelola tidak
skan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.

21.2 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesual dengan
pencapalan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
sampal dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola
menyerahkan semua hasll pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi millk Pejadbat Penandatangan Kontrak,

213 Dalam hal terjadi pernutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul
21.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalkan oleh Pelaksana
Swakelola,

22. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakealola

221 Denganmengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak melalul pemberitahuan tertulls kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
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a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pelsksana Swakelola secara
tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tarsebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SSKK;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran
untuk pembayaran taglhan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK,

22.2  Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar
kepada Pelaksana Swakelola sesual dengan prestas! pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak sampal dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak,
serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

23, Berakhimya Kontrak

23.1  Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesal dan hak dan kewajiban para pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhl.

232 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1
adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibet darl pelaksanaan
Kontrak,

F. Pembayaran Kepada Pelaksana Swakelola
24, Nilai Xontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola atas peloksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

25, Pembayaran

251  Pembayaran atas Kontrak dilaksanakan secara bertahap/sekaligus sebagaimana
diruangkan dalam SSKK.

252  Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana klausul 25.1, jumlah tahapan dan
besaran pada setiap tahap dituangkan dalam SSKK.

253  Penetapan pembayaran secara bertahap/sekaligus, jumiah tahapan dan besaran
pencairan memperhatikan risiko dan jangka waktu pekerjaan.

254  PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengsjuan permintaan
pembayaran darl pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan benar, harus segera
mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) pada pejabat penandatanganan surat
perintah membayar (PPSPM) sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

26, Penangguhan Pembayaran

26.1  Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setlap tahapan
pembayaran |ika Pelaksana Swakelola gagal atau lalal memenuhi kewajiban kontraktualnya.

262  Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Pelaksana
Swakelofa tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-atasan yang jelas
mengenai panangguhan tersebut. Pelaksana Swakelola diberl kesermpatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu,
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26.3  Pemnbayaran yang ditangguhkan disesualkan dengan proporsi kegagalan atau kelalalan
Pelaksana Swakelola.

G. Penyelesalan Perselisihan

27. itikad Balk

27,1  Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola bertindak berdasarkan asas
saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdzpat dalam Kontrak.

272 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola setuju untuk melaksanakan
Kontrak dangan |ujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

273 Apabia selama Kontrak, saksh satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan
yang terbalk untuk mengatas keadaan tersebut.

28. Penyzlesalan Perselisthan

28.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelzksana Swakelola berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesalkan secara musyawarah mufakat atas semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya
selama atav setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola Ini secara musyawarah dan damai.

282 Penyeleszian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang
diselenggarakan oleh LKPP.

H. Lain-Lain
29, Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Pelaksana Swakelols tidsk diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau
dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan plhak lain, misalnya KAK
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis darl Pejabat Penandatangan Kontrak.

30. Penanggungan dan Risiko

301 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehifangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dkenakan terhadap Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta Instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak)
sehubungan dengan Maim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Kontrak
sampai dangan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

3. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pelaksana Swakelola dan
Personel;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personek; dan/atau

¢. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
lain.

302 Terhitung sejak tanggal Xontrak s2mpal dengan tanggal penandatanganan berita acara
serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Pelaksana Swakelola, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut dizkibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak,
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303 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Pelaksana Swakelols tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syaratini.

30,4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan
hasil pekerjaan sejak tanggal Kontrak harus diperbalkl, diganti, dan/atau dilengkapi oleh
pelaksane Swakelola atas tanggungannya sendirl Jika kehilangan steu kerusakan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian Peiaksana Swakelola.

31. Laporan Hasil Pekerjaan

31,1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjsan.

312  Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasl pekerjaan.

313 Laporan dibuat oleh Pelaksana Swakelola, apabila diperiukan pemeriksaan dilakukan
oleh unsur pengawas dan disetujul oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

32. Kepemilikan Dokumen

321 Semus rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain
yang dipersiapkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak inl sepenuhnya
merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak,

322 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar
rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima
pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrek.

323 Pelaksana Swakelola dapat menyimpan 1 (satu) bush salinan tiap dokumen tersebut di
atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
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Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

—

Klausul dalam SSUK s:;x Pengaturan dalam SSKK
3 Korespondensi : Ahmd Para Pibak scbagai berikut:
: Satuan Kerjo Pejabat Penandatangan Kontrak : Kemantren
. Kotagede
 Nama : Komaru Maarif, SLP., MSI
- Alamat : JL Nyi Wifi Adisaro no.39 Prenggan
- Kotagede Yogyakarta
: Telepon i-
 Webhsite L.
: Faksimili
' e-miail Ie
Pchl’.snm Swakelola:
' Naman : Drs, Hasarmddin Noor
| Alamuat  Refasari No. 002 RT 17 RW 06
| Rejowinangun Kolagede Yogyakarta Yogyakarta
: Talepon te
- Websire
; Faksimili

6. Wakil Sah Para

éWaldlthPuaPilﬂsehgaibaikun

Pibuk :
| Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Komaru Ma arif,
CELP, MSi
Unluk Pelaksana Swakelokx: Drs. Hasanudiin Noor
{9,  Jangka Waktu 91 Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 09 Mei 2022
: Pelaksanaan :
Pekerjaan
= “~92 | Pelaksana Swakelol harus menyclesaikan pekecjaan sjak
tanggal Kontrak Swakelola ditandatangani sampai dengan !
m;plonwzozz :
10. Fasilitasyang *Pejabat Penandatangsn Koetrsk akan memberikan fasilitas |
Diberikan Pejabat | berupa: Anggaran Dann Keistimewasan .
Pesandatangan | -
Kontrak
:—u; Pengadann Kebumhl Barang/lasa yang dilaksanakan oleh Pelaksana ©
' Barang/Jasa : - Swakelola antara kain: :
melalui Penyedia 4. o
! 2, .
3. Dst
152 ;Wﬁmaiﬁmmaé?dmrmdmm :

15, Serah Terima

Pekerjaan

16. Layanap
Tambahan

I S——

Lnymmhlhwymslmxs&adi&noldll’damg
Swakelola; - E
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No,

g SSUK | Pengaturan dalam SSKK

| 22. Pemwtusan ©22.)a anuiuummapehbmmmkdqum
; Kentrak oleh - pekerjaan paling lama 30 harf kerjo

Swakelela

g ﬁ 22.15  Batas wakiu untuk penerbitan surat perintah pembayaran pl];‘_‘;
: : . lama 30 hari kerja :

. Bertabap

352 Untuk pembeyuran prestasi pokerjasn dilakukaa secara tahapan,
ynity sebasyak tiga tahap, :
1) Tahap ke-1; sebesar 50% dari nilai Kontrak untuk

'Lzs. Pembayarun 25,1  Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan m

2) Tohap ke-2: sebesar 30% dari nilai Kovrak untwk
penyederaian iahapan pekerjamvsub-output berupa
Pekerjam Berjalan 30%.

3) Tahap ke-3: sebesar 20% dari nilat Kontrak untuk
penyeiesalan tahapan pekerjcan/sub-output berupa
; Pekerjaan Berjalan 60%.
st

. 254 | PPK mengajukan SPP kepads PPSPM paling lambat 30 hari ;
: - kerja, setelah pengajuan dari pelaksara swakelola. :

37 Kepemilian | 32 . Pelahsans Swakelola diperbolelikan menggunskan salinsn ;
: Doknmen : * dokumnen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: :
: . Tidak werngikan pejabat penandatangan kontrak ;
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
Paket Pengadaan Perbaikan Jalan/Paving Blok K ¢lurahan Rejowinangan
Tabun Anggaran 2022

T e 2 S AR NS

Aksesibilitas jalan desa yang kurang memadah

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Pembanguaan wilayah
3. Sasaran/Ouiput tarig Dick
4 Lokasi Pekerjaan Kelurahaa Rejowinangun
Pekerjaan ini dibiaysl dari sumber pendanaan: Dana
5.  Samber Pendanaan Keistimewaan
6. Nilsi Pekerjaan Rp 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiak)
7. Nama dan Organisasi Nama Pejabat PA/KPA: Komaru Ma'arif, S.L.P, M.Si
i Satuan Kegj: Kemantren Kotagede
8, Nama dan Organisasi Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Komaru Ma'arif, S.LP.,
Pejabat Pembuat M.Si
— Satuan Kerja: Kemantren Kotagede
Ruang Lingkup R Abg
Belarja Modal Jalan Desa :

9. um’ Pthl'j“ll

10. Spesifikasi Teknis dan
Voleme Pekerjann (jika |
diperlukan)

11. Peralatan, Material,
Persomel dan Fasilitas dari | .

Pejabat Pembuat
Komitmen
12, Jangka Waktu Pengadazn ini dilaksanakan selama 3 bulan,
Penyelesaian Pekerjaan
Laporan
13. Laperan Periodik Laporan Periodik memual: Perkembangan Kegiatan
(Bulanan/Minggwan/dll) A "
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal: 30
(Tiga Pulub) tiap bulan.
14. Laporaa Akhir Laporan Akhir memuat: Penyelesaian Kegiatan

Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya: 4
(Empat) Hari/bulan scjak Koatrak ditandatangani dalam
bentuk Hardfile sebanyzk 1 laporan.
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